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Yogyakarta masa jabatan tahun 2014 - 2019 untuk selanjutnya disebut :------------------
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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD 

dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD 

yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, Kebijakan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017. 

Perkembangan informasi pendapatan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan 

hasil pembahasan RAPBD akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan 

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran 

yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakanpendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untukperiode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2017 disusun denganmendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkanPeraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunanKUA PPAS Tahun 2017 yang telah dikirim Pemerintah Kota Yogyakarta kepadaDPRD Kota Yogyakarta.Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Pemerintah DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/09859 tanggal 24 Agustus 2016 tentangTindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PenyusunanAPBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukanpenyesuaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai kelembagaanPerangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan KUA PPASTahun 2017.Mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yangakan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antaraPemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAHKOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTAYOGYAKARTA TENTANG KUA TA 2017NOMOR : ..../NKB.YK/2016..../NKB/DPRD/2016TANGGAL : ..................................
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Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaandaerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuatlangkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBDdituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
1.2. Tujuan Penyusunan KUATujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 adalah sebagaipedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota YogyakartaTahun Anggaran 2017 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun2017.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUADasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah:1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
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6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai BerlakunyaUndang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 59);8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4028)9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uangNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);19) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5272);
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21) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5717);22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;23) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor95);24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
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28)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentangTindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah;29) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;30) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;31) Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor903/09859 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;32) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;33) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah;34) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan PelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah KotaYogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);35) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);36) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007Nomor 5);37) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;38) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah  (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2017;
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BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RencanaPembangunan  Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misipembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitumewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasionaltahun 2017 diharapkan dapat mencapai 7,1 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomiyang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabildengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 4,0 persen danbertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukardan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak danberkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 9 – 10persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka dapa kisaran angka 5,2 – 5,5 persen.Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi industri strategis ekonomi domestikakan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatanenergy serta upaya mendorong industry pengolahan dan pariwisata. Pertumbuhanekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatankerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkatkemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomiandunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baruyang terjadi pada periode 2015-2019, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkanditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakanpembangunan ekonomi Kota pada tahun 2017 ditujukan dalam rangka Mewujudkanmasyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan padapenguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkantematik pembangunan tahun 2017 dan diwujudkan dengan mendorong sertamemfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepadamasyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasamenyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk  menggerakkan
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perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angkakemiskinan.Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2017memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhanekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenairencana target makro ekonomi daerah Tahun 2017 yang meliputi perkiraan pertumbuhanekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.
2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun SebelumnyaIndikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dariindikator sebagai berikut:2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan EkonomiKondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto(PDRB). PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yangdihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah padaperiode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satuindikator pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB disusun berdasarkan hargaberlaku dan berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalahnilai barang dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitungberdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflansi) turut dihitung, Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usahaatas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari daerah dalamwaktu tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yangdipakai sebagai dasar (Indeks Harga Konsumen atau IHK=100).Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatuwilayah. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar5,76 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yangberada pada angka 5,64 persen. Dua tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kotaYogyakarta mengalami perlambatan, yaitu sebesar 5,64 persen pada tahun 2013dan 5,22 persen pada tahun 2014. Agar pertumbuhan ekonomi mengalamipeningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi danproduktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor.
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Gambar 2.1Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  pada tahun 2013 tercatat sebesar 15,98triliun rupiah atau meningkat sebesar 1,65 triliun dari tahun sebelumnya. Untuktahun 2014 BPS Kota Yogyakarta memperkirakan nilai PDRB Atas Dasar HargaBerlaku sebesar 17 ,7 triliun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Yogyakartasecara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif, begitu pula halnyadengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan hal yangsama. Nilai PDRB Atas dasar Harga Konstan di Kota Yogyakarta pada tahun 2011tercatat sebesar 5,82 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar6,86 triliun rupiah atau meningkat sebesar 1,01 triliun rupiah. Meskipunpertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak terlalu pesat,akan tetapi dengan tetap positifnya perkembangan yang terjadi hal ini tetapmenjadi sebuah tanda positif bagi perekonomian Kota Yogyakarta.Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2011menunjukkan bahwa sektor Jasa-jasa berada di tingkat atas distribusi yaitusebesar 24,74 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar24,06 persen, kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 15,89persen, serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan distribusinya sebesar15,52 persen, diikuti sektor-sektor yang lainnya. Pada tahun 2014 tidak banyakyang berubah, tetap 4 sektor tersebut diatas yang mendominasi PDRB hanya sajasektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tadinya berada diurutan kedua, ditahun ini berada di puncak distribusi, dengan nilai PDRB sebanyak 4,44 triliun
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rupiah, diikuti dengan sektor jasa-jasa dengan nilai PDRB sebesar 4,33 triliun,kemudian sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dengan nilai PDRBsebesar 2,88 triliun, yang keempat sektor pengangkutan dan komunikasimempunyai nilai PDRB sebanyak 2,73 triliun rupiah.Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan hal yang hampirserupa. Pada Tahun 2011 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada dipuncak distribusi dengan besaran 25,12 persen, diikuti sektor jasa-jasa sebesar20,69 persen, kemudian sektor pengankutan dan komunikasi mempunyaidistribusi sebesar 20,37 persen, dan berikutnya adalah sektor keuangan, sewa,dan jasa perusahan mempunyai distribusi sebesar 14,11 persen.  Sedangkan padatahun 2014, sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih di urutan pertamadistribusi. Urutan kedua dan ketiga bertukar posisi. Sektor Pengangkutan danKomunikasi berada diurutan kedua dengan nilai PDRB sebesar 1,42 triliun,sedangkan sektor Jasa-jasa berada diurutan ketiga dengan nilai PDRB sebesar1,41 trilin. Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan berada di urutankeempat dengan nilai PDRB sebesar 976,9 miliar rupiah.Jika dilihat dari perkembangan struktur perekonomiannya, diketahui bahwadalam rentang 2011 sampai dengan 2014 perekonomian kota Yogyakartadidominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Jasa-jasa, sektorPengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Keuangan, Sewa, dan JasaPerusahaan. Apabila dikaitkan dengan karakteristik wilayahnya yang merupakanwilayah pusat perkotaan yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan danperekonomian di Provinsi DIY, maka wajar bahwa perekonomian KotaYogyakarta didominasi oleh sektor-sektor tersier. Sektor dengan distribusi palingrendah adalah sektor primer yang terdiri dari sektor pertambangan penggaliandan sektor pertanian.Secara rinci distribusi masing-masing sektor dalam PDRBdapat dilihat pada Tabel 2. 2 berikut.
Tabel 2.2 Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar

Harga Berlaku Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (dalam jutaan rupiah)

Sektor

Tahun

2011 2012 2013 2014

( jutaRp) % ( jutaRp) % ( jutaRp) % ( jutaRp)

Pertanian 34.080 0,26 35.572 0,25 38.728 0,24 39.166

Pertambangan&penggalian 631 0,00 662 0,00 690 0,00 700
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Sektor

Tahun

2011 2012 2013 2014

( jutaRp) % ( jutaRp) % ( jutaRp) % ( jutaRp)

Industripengolahan 1.246.480 9,62 1.305.602 9,11 1.502.348 9,40 1.631.252

Listrik,gas& air bersih 229.038 1,77 246.075 1,72 266.631 1,67 285.530

Konstruksi(bangunan) 1.056.256 8,15 1.171.420 8,18 1.322.424 8,27 1.436.706

Perdagangan, hotel
&restoran

3.118.148 24,06 3.494.900 24,39 3.975.539 24,88 4.444.270

Pengangkutan&komunikasi 2.059.134 15,89 2.222.297 15,51 2.458.788 15,38 2.729.948

Keuangan, sewa,  &jasa
Perusahaan

2.011.360 15,52 2.288.101 15,97 2.513.401 15,73 2.848.316

Jasa-jasa 3.207.308 24,74 3.562.936 24,87 3.903.385 24,42 4.326.174

PDRB 12.962.435 100,00 14.327.563 100,00 15.981.933 100,00 17.742.062

Sumber : PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2014; BPS

Tabel 2.3 Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (dalam jutaan rupiah)

Sektor

Tahun

2011 2012 2013 2014

( jutaRp) % ( jutaRp) % ( jutaRp) % ( jutaRp)

Pertanian 17.755 0,31 17.939 0,29 18.190 0,28 18.187,38

Pertambangan&penggalian 293 0,01 296 0,00 296 0,00 303

Industripengolahan 606.849 10,43 598.159 9,72 638.805 9,83 669.587

Listrik,gas& air bersih 71.777 1,23 75.936 1,23 79.699 1,23 81.998

Konstruksi 449.854 7,73 475.073 7,72 504.309 7,76 538.696

Perdagangan, hotel
&restoran

1.460.971 25,12 1.559.070 25,34 1.649.536 25,38 1.747.163

Pengangkutan&komunikasi 1.185.006 20,37 1.268.866 20,63 1.366.604 21,03 1.423.847

Keuangan, sewa,  &jasa
Perusahaan

820.765 14,11 886.591 14,41 923.103 14,20 976.918

Jasa-jasa 1.203.297 20,69 1.269.751 20,64 1.318.358 20,29 1.407.606

PDRB 5.816.568 100,00 6.151.679 100,00 6.498.900 100,00 6.864.306

Sumber : PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2014; BPS

2.1.2 PDRB PerkapitaPDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkanoleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah pendudukpertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesarRp 14.893.159,00 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp15.612.923,00, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp 16.139.158,00.
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Tabel 2.4. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta
Tahun 2011 – 2014 (dalam Rupiah)

Indikator Tahun
2011* 2012** 2013*** 2014*Nilai PDRB (jutaRp) 5.816.568 6.151.679 6.498.900 6.864.306Jumlah Penduduk (jiwa) 390.553 394.012 402.679 413936PDRB perkapita(Rp/jiwa) 14.893.159 15.612.923 16.139.158 17.433.492

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 (BPS
Kota Yogyakarta)
Keterangan: (*) angka sementara (**) angka sangat sementara (***) angka sangat-
sangat sementara

2.1.3 Indeks GiniKetimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah denganindeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan danmengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduksecara kuantitatif. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai KoefisienGini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makintidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Berikutadalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih mendetail:
 Indeks Gini <3 = Ketimpangan rendah
 3=< Indeks Gini <=5 = Ketimpangan moderat
 Indeks Gini >5 = Ketimpangan tinggiBerikut ini adalah Grafik Nilai Indeks Gini di Kota Yogyakarta dari tahun 2011sampai dengan 2013.

Gambar 2.5 Grafik Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013
Sumber :BPS Kota Yogyakarta 2011-2013
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Pada Tahun 2011, Kota Yogyakarta berada pada posisi ketimpangan moderatdengan angka indeks gini sebesar 0,3509 lalu meningkat menjadi 0,4366 padatahun 2013, meskipun masih tetap pada posisi ketimpangan moderat..Perkembangan Indeks Gini pada rentang tahun 2011-2013 menunjukkanperkembangan negatif dengan terus bertambahnya nilai gini rasio. Hal inimenunjukkan bahwa terdapat gap/kesenjangan yang meluas dalamperekonomian penduduk di Kota Yogyakarta yang harus diperhatikan.Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari perhitunganIndek ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan berdasarkanpendekatan Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatanpenduduk yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% pendudukberpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Menurutkriteria Bank Dunia, apabila 40% penduduk terendah memperoleh Kurang 12%dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (Tingkatketimpangan tinggi); antara 12% sampai 17% dikatakan tingkat ketimpanganmoderat; dan lebih dari 17% tingkat ketimpangan rendah. Kelompok yangmenjadi fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentasependapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukan distribusipendapatan penduduknya semakin merata.
Tabel 2.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

KelompokPenduduk
Tahun

2011 2012 2013

40% PendudukBerpendapatanTerendah (%) 18,2 17,97 15,57

40% PendudukBerpendapatanMenengah (%) 38,34 38,34 32,16

20% PendudukBerpendapatanTertinggi (%) 42,36 43,68 52,27

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2014Berdasarkan tabel 2.5 di atas, sama halnya dengan tren yang ditunjukkan olehindikator Indeks Gini, diketahui bahwa terdapat pergeseran tren yang cukupsignifikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Pada tahun 2011, 40% pendudukberpendapatan terendah masih menikmati 18,2% dari total pendapatan yang ada.Akan tetapi pada tahun 2013, kelompok penduduk ini hanya menerima 15,57%dari total pendapatan, sementara pendapatan yang diperoleh 20% kelompokpenduduk berpendapatan tertinggi jauh lebih besar yaitu mencapai 52,27%.
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Pergeseran struktur pendapatan yang cukup signifikan pada tahun 2013mengakibatkan Kota Yogyakarta tergolong sebagai kota dengan ketimpanganmoderat. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyakmemberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Olehkarena itu, hal ini patut menjadi perhatian karena besarnya perbedaan pendapatanoleh kelompok-kelompok penduduk yang ada mengakibatkan kesenjanganpendapatan yang semakin besar.
2.1.4 InflasiLaju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan/penurunan hargadari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan dayabeli masyarakat. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian denganpertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampaknegatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2011 inflasi KotaYogyakarta adalah sebesar 3,88% dan terus mengalami kenaikan sampai padatahun 2013 yaitu sebesar 7,32%. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akanmenggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naikmenyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampaksecara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak padapengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakatdiantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap,mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagiankekayaan. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan hargadalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, danbahan bakar. Pada tahun 2014 ini tingkat inflasi Kota Yogyakarta mengalamipenurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,59%  dan relatif lebih rendahdengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 8,6%. Pencapaian tersebut tidaklepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisiperekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjagakestabilan harga.Pada periode tahun 2011-2014, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkanperkembangan rata-rata sebesar -2,8% dengan tren fluktuatif dan kecenderunganmenurun. Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun ini, makadidapatkan kesimpulan bahwa rerata kelompok pengeluaran bahan makanan
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merupakan penyumbang nilai inflasi yang paling besar. Akan tetapi pada tahun2014 muncul kecenderungan baru dimana nilai inflasi sector transportasi ,komunikasi dan jasa keuangan mengalami peningkatan relatif lebih besar apabiladibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya.
Tabel 2.7 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2014

No Kelompok
Inflasi Tahun (%) Pertumbuhan

Rata-rata
(% /tahun)2011 2012 2013 2014

1 Bahan Makanan 1,82 8,10 12,31 7,70 -20,1

2
Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan
Tembakau

7,07 6,90
8,15 2,95 -14,3

3 Perumahan 3,01 2,99 5,18 8,92 12,9
4 Sandang 9,40 3,56 0,00 3,61 -9,6
5 Kesehatan 5,64 1,93 3,08 5,49 29,2

6
Pendidikan, Rekreasi,
Olah Raga

1,73 1,43
3,17 2,37 -13,6

7
Transportasi dan
Komunikasi

2,4 1,3
10,45 9,36 13,9

Inflasi Kota Yogyakarta 3,88 4,31 7,32 6,59 -2,8
Inflasi Nasional 2,68 4,24 7,99 8,22 4,7

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2012, 2013,
dan 2014, (Bank Indonesia,2015)

2.1.5 Tenaga KerjaSumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen krusial untukmenggerakkan pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salahsatunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja yang bertugasuntuk menggerakkan kegiatan perekonomian untuk mendongkrak pembangunan.Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam prosespembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja apalagi yangdisertai dengan ketrampilan dan keahlian yang memadai, akan semakin pesatperkembangan suatu wilayah. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomidiukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja ataumencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).TPAK dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja dan pendudukusia kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran besarnya tingkat penyerapantenaga kerja. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatanekonomi tahun 2013 mencapai 64,38 persen, lebih rendah bila dibandingkantahun 2012 yang hanya tercatat sebesar 66,97 persen. Angkatan kerja yang tidakterserap (angka pengangguran terbuka) mengalami peningkatan yaitu dari 5,03
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persen pada tahun 2012 menjadi 6,45 persen pada tahun 2013. Dari tahun ketahun menunjukkan kecenderungan tingkat partisipasi angkatan kerja yangsemakin menurun, yang diikuti dengan peningkatan angka pengangguran terbuka.Penurunan TPAK ini disebabkan karena perkembangan angkatan kerja di KotaYogyakarta selama ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia kerjanya.
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013Tahun Tingkat partisipasiAngkatan kerja Tingkat pengangguran Terbuka

2011 68,26 5,572012 66,97 5,032013 64,38 6,45
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2013 (BPS Kota

Yogyakarta)2.1.6 KemiskinanPeningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal iniditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinanmencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupminimal.Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untukmencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup danbekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilasgaris kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinanmerupakan penduduk miskin.Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan setiaptahun selama kurun waktu 2004-2015, yang artinya jumlah penduduk miskin diKota Yogyakarta semakin sedikit. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakartarelatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi DIY dannasional. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 12,77%dan pada tahun 2015 menurun hingga 8,61%. Kondisi ini berkesesuaian denganindikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomidan penurunan jumlah pengangguran.



II-11

Tabel 2.9.
Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2015 dan

Proyeksi Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017

Realisasi/ Proyeksi Tahun Tingkat Kemiskinan
(%)Realisasi 2004 12,772005 10,502006 10,222007 9,782008 10,812009 10,052010 9,752011 9,622012 9,382013 8,822014 8,802015 8,61Proyeksi 2017 8,35

Sumber: Hasil Olahan 2016

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 20172.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.Pertumbuhan ekonomi1Tahun 2017, diperkirakan akan tetap mengandalkansektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasaserta sektor andalan lain, sektor andalan lain yaitu jasa, hotel dan restoran, sertapengangkutan dan komunikasi, serta pendidikan, hal ini disebabkan olehketerbatasan SDA yang dimiliki.. Pertumbuhan tersebut lebih banyak didorongoleh kemajuan dibidang pariwisata, yang ditandai dengan banyaknyapembangunan hotel-hotel baru di wilayah Kota Yogyakarta serta tetap tingginyajumlah wisatawan. Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun2011-2013 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2014, serta arah kebijakanPemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, maka diharapkan sektor tersier tetapberkembang dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikandan tujuan pariwisata.Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2017perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,3 - 5,58 persen.

1Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta
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2.2.2. InflasiInflasi pada tahun 2011adalah sebesar 3,88 persen. Inflasi pada tahun 2012 sedikitlebih tinggi dari pada tahun 2011 yaitu 4,31 persen dan laju inflasi Tahun 2013sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 7,32 persen. Adapun pada tahun 2014 turun padaangka 6,59 persen. Laju inflasi pada tahun 2017 diharapkan dapat ditekan padalevel 4,0 – 6,13 persen.
2.2.3. Pendapatan Per KapitaKesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaranPDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterimaoleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomianKota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yangditerima oleh penduduknya. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2017Rp 54.305.690.Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakartatahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakanakan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembanganekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada masa mendatangdiperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhanpenduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap pendudukakan menjadi lebih besar.
2.2.4. Angka Pengangguran TerbukaAngka pengangguran terbuka pada tahun 2017 diestimasikan pada kisaran 6,35–

5,3 persen.
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BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBNDalam penyusunan RAPBD Tahun 2017 memperhatikan asumsi dasar yangdipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2017 adalahsebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 7,1%
- Laju inflasi ditargetkan pada kisaran 4,0%
- Jumlah penduduk miskin berkisar antara 8,5% sampai dengan 9,5%
- Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5 % sampai dengan 5,3%
3.2. Laju inflasiHarga barang dan jasa diharapkan pada tahun 2017 cukup stabil sehingga tidakakan cukup berpengaruh pada laju inflasi, dalam bab terdahulu terlihat bahwa inflasipada tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2015. Laju inflasi pada tahun 2017 diharapkandapat ditekan pada level 4,0 - 6,13 persen.Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yaitu 3,91% mengalami penurunanapabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 6,59%.  Penurunan laju inflasitersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompokPerumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar serta kelompok Transport, komunikasi danjasa keuangan.
3.3. Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatuwilayah. Pada kurun waktu 2011-2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakartacenderung mengalami perlambatan. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektortersier, antara lain perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa.
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Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Realisasi/ Proyeksi Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)Realisasi 2011 5,842012 5,402013 5,472014 5,30Proyeksi 2017 5,58
Sumber;
1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2010-2014, BPS Kota Yogykarta
2. Hasil olahan 2016Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2017 diperkirakan akanmeningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwapertumbuhan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggaliandiperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnyadiperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatanmaka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitassektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utamadi Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektorkeuangan, serta sektor pengangkutan. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun2017 diperkirakan antara 5,3 hingga 5,58 persen dan akan meningkat dari tahun ketahun.

3.4. Pendapatan Per KapitaKesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaranPDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima olehmasing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian KotaYogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima olehpenduduknya.Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakartatahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akanmeningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomidan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada masa mendatang diperkirakanekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehinggabagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar.Pendapatan Per Kapita pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 54.305.690.
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BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasionaldengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunanDaerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan danpembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerahdiproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisibelanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.
4.1 Pendapatan DaerahPendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasarhukum penerimaannya.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-halsebagai berikut:1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedomanpada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentangRetribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing.b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan padadata potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masingpemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikanperkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensiterhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasipenerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatanpendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran
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2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkatsebesar Rp13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kotarata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatanasli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai denganTahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, denganuraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untukpemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%.Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap totalpendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai denganTahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, denganuraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untukpemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber daripajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukankegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusidaerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yangterhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak  daerah dan retribusidaerah kepada wajib pajak  daerah dan retribusi daerah serta pengawasanpenyetorannya.d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan padakabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/ataupemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umumsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009.e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupunbagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakanhukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagiandialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkandalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
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g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanaipenerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahliandan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerahsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97Tahun 2012.h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintasdialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas danpeningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012.i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepadaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belummenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah(PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatanPAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi JasaUmum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan laindi luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanmemperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerahyang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosialdan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profitoriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalamrangka meningkatkan PAD; dan
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b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatanumum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitasmaupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-ratasebesar Rp0,55 triliun atau 8,98%, dengan uraian untuk pemerintah provinsimeningkat rata-rata sebesar Rp0,30 triliun atau 9,63% dan untuk pemerintahkabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,25 triliun atau 8,37%.Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dariTahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasionalrata-rata sebesar 3,79%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-ratasebesar 2,95% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 5,35%.Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanterhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 0,82%,untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,42% dan pemerintahkabupaten/kota rata-rata sebesar 0,57%.Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yangbelum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidakmemberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modaltersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkahpenyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi danrestrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset
(disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebihdulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certifiedterkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum ataspenyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaanBUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalamikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiranLaporan Keuangan Pemerintah Daerah.



IV-5

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentukinvestasi jangka panjang non permanen,dianggarkan pada akun pendapatan,kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan DanaBergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KelompokMasyarakat Penerima.b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akunpendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atauJasa Giro DanaCadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangansesuai peruntukannya.c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FasilitasKesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belummenerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal PetunjukTeknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan sertaPertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTPMilik Pemerintah Daerah.d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan padaakun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dandiuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekeningberkenaan.
4.1.2 Dana PerimbanganPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbanganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan(DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak OrangPribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan
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Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan MenteriKeuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:1. Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhirya itu Tahun Anggaran2015, Tahun Anggaran 2014 danTahun Anggaran 2013; atau2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transferke daerah Tahun Anggaran 2017.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017  atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi  DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintahdaerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau PeraturanMenteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kotaTahun Anggaran 2017.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurutprovinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaranpendapatan DBH-CHT didasarkan pada:1. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transferke daerah Tahun Anggaran 2017.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017  atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurutprovinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan danditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksuddengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
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penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahanAPBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerahyang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku,pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidangcukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuaidengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai danPeraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkansesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau PeraturanMenteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:1. Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, denganmengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting)minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017; atau2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transferke daerah Tahun Anggaran 2017.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dariDBH-Kehutanan atau  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDAdiluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapatperubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
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Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TahunAnggaran 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atauselisih pendapatan Tahun Anggaran 2016, pendapatan lebih tersebut dianggarkandalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2017.Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR)tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada direkening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran2017 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.Penganggaran DBH-DR terkait dengan penyerahan urusan Pemerintahan dariPemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi agarmenganggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 atauPeraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untukmenunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahandengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambahanggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma limaperseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.c) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerahotonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dariKementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran2017 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2017.Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAUdidasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangandimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAUTahun Anggaran 2016.
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Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuanganditerbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud padaperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkandalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2017.3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran2017.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belumditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dankabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi olehKementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN TahunAnggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksuddengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada pimpinanDPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahanAPBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerahyang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain PendapatanDaerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017.
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Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TahunAnggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusustersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TahunAnggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan  alokasiDana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkandalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2017.2) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan  Peraturan Presidenmengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transferlainnya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkandalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2017.Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari danatransfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masingPeraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnyadimaksud.3) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil PajakDaerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja BagiHasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.
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Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahuluipenetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan padaalokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikanrealisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagianpemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsiakibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umummaupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintahkabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjangsudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umumtersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangandimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2017.Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusustersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuanganbersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkandalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2017.5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintahdaerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalamnegeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikatdan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihakketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastianpendapatan dimaksud.Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnyatersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi
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kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selakupenerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga jugadidasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepaladaerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akunpendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dandiuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekeningberkenaan.6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik daribadan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupunperorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran ataupengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalamAPBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akunpendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dandiuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekeningberkenaan.7) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintahdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah YangSah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitasumum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3)dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannyaPeraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau PeraturanMenteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TahunAnggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana daruratdimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepadaPimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
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4.1.4 Target Pendapatan DaerahPerkembangan perekonomian Kota Yogyakarta dan Daerah DIY secara lebihumum telah membaik, aktifitas perkonomian terutama didorong oleh lokomotifpariwisata dan pendidikan yang mengakibatkan sektor-sektor perekonomian lainnyaseperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran terus meningkat. Peningkatan tersebut tentudapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk dana perimbanganmenggunakan plafon anggaran 2016 sampai ada keputusan Menteri Keuangan. PerkiraanPendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawahini:
Tabel IV.1

Pendapatan Daerah TA 2016 dan Perkiraan TA 2017

NO. URAIAN
ANGGARAN (Rp.)

Tahun 2016 Tahun 2017
PENDAPATAN DAERAH 1.631.765.404.767 1.498.218.489.056

I PENDAPATAN ASLI DAERAH 503.488.602.271 510.300.309.9081. Pajak Daerah 314.421.000.000 336.106.500.0002. Retribusi Daerah 38.200.198.078 35.093.702.7503. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan 14.989.732.029 25.659.452.193
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 135.877.672.164 113.440.654.965
II. DANA PERIMBANGAN 967.286.298.780 836.132.875.4321. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55.713.758.000 55.713.758.0002. Dana Alokasi Umum 670.278.830.000 670.278.830.0003. Dana Alokasi Khusus 241.293.710.780 110.140.287.432
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 160.990.503.716 151.785.303.7161. Hibah - -2. Dana Darurat - -3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah lainnya 108.860.439.716 108.860.439.716
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40.424.864.000 40.424.864.0005. Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya 11.705.200.000 2.500.000.000
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4.1.5 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai TargetKebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaiberikut:1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentangpendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan danpengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yangberprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadipelanggaran.5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah  yangpatuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yangmelanggar.6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari DanaPerimbangan.7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama denganmasyarakat dan pelaku usaha.8. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besardari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluasjaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas10. Menegakkan peraturan dengantegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.
Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah KotaYogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatanpencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upayapemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding,BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program-programkhusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.
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4.2 Belanja DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakanuntuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerahyang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajibterkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sertaberpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait denganpelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standarbelanja dan standar harga satuan regional.Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahanrakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindunganmasyarakat, dan (f) sosial.  Urusan Pemerintahan Wajib  yang tidak   berkaitan denganpelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan danperlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasikependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi daninformatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,   (l) penanaman modal,        (m)kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan danperikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber dayamineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalamkonteks daerah, satuan kerja    perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yangbertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas   perencanaan anggaran dan memperjelasefektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikaninformasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yangdiharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukurdan target kinerjanya.
4.2.1 Belanja Tidak LangsungPenganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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1) Belanja Pegawai1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sertamemperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sertapemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSDsesuai formasi pegawai Tahun 2017.3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikanpangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkanacress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlahbelanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBDTahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan.Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupanpenyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraanjaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkandalam APBD.5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagiPNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan PemerintahNomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianBagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai AparaturSipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuankeuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuankriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.8. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalamAPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenisbelanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanjasesuai dengan kode rekening berkenaan.2) Belanja BungaBagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baikjangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkanpembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.3) Belanja SubsidiPemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepadaperusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara laindalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public ServiceObligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembagatertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang dayabelinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebutmenghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hiduporang banyak.Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017,perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuaidengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negarasebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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4) Belanja Hibah dan Bantuan SosialPenganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDmempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sertamonitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan denganPasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD,serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil Pajaka) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatanpemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomaniUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkanrencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkanpelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepadapemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsidilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005.c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagiandari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling
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sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerahkabupaten/kota.d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintahprovinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerahdan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desadalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kotadan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.6) Belanja Bantuan Keuangana) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerahlainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangandaerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017.Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untukmengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahandaerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat daripemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antardaerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD TahunAnggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyekbelanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja namapartai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuankeuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang PedomanTatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib AdministrasiPengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BantuanKeuangan Partai Politik.c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dandesa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepadapemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk



IV-20

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaanmasyarakat, dan kemasyarakatan.Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa(ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepadapemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari danaperimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015.Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikanbantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalamPasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan,belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintahdaerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerimabantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kasumum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegangsaham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga KeuanganPerbankan.7) Belanja Tidak TerdugaPenganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional denganmempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanyakegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali danpengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untukmendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam danbencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentukprogram dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
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4.2.2 Belanja LangsungPenganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dankegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusanpemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusanpemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajibterdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar danurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan,yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalamrangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerahkepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dankegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkandengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis danharga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusanpemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusanpemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar hargasatuan regional.Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusanpemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalamnegeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpamengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitaskemampuan teknis.2) Belanja Pegawaia) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaranhonorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatansesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangkamencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkanpada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatanbenar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitaspelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan
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Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberianInsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuantersebut pada a.1).g).b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanjapegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSDdan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatanditetapkan dengan keputusan kepala daerah.3) Belanja Barang dan Jasaa) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenisBelanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanjabaru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PegawaiNegeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lainyang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomaniUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanyadiperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifatperlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebutdianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyatayang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai danvolume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barangTahun Anggaran 2016.e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminankesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembanganpelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check upsebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suamidan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalambentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dandilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit UmumPusat di daerah.
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f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orangtidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminankesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapatmenganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menanganiurusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan KesehatanNasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik PemerintahDaerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PresidenNomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk JasaPelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP MilikPemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJtanggal 5 Mei 2014.Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaransebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnyadan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPDsesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 danbesarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakatpada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasadengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan laindi bidang hibah dan bantuan sosial.Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
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sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait denganpengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studibanding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luarnegeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi sertamemperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevandengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studibanding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khususpenganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi PresidenNomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan DinasKe Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri danPemerintah Daerah,  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspekpertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-halsebagai berikut:1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponensewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan TinggiMadya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan danfasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atautempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biayapenginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kotatempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dandibayarkan secara lumpsum.5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
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l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSDdiperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaranperjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yangditetapkan dengan peraturan kepala daerah.m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknisatau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayahprovinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikandan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atausejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif denganmemperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara sertamanfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarandaerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnyadiprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atauaula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomaniPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di LuarKantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanpengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedomanpada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.4) Belanja Modala) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDTahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana danprasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepadamasyarakat.
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Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal,mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2016Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp189,92 triliun atau24,42%.b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengankemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel denganmengutamakan produk-produk dalam negeri.Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkanpada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun denganmemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sertaketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhanbarang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulanpenyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (newinitiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaankebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan olehGubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan MenteriDalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) danayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerahmempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang PembangunanBangunan Gedung Negara.Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantorbaru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat MenteriKeuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 halPenundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor KementerianNegara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsungdengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomaniPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan  Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
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Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber DariAPBD.d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukandalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset takberwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimalkapitalisasi aset (capitalization threshold).Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebutadalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang  terkaitdengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis StandarAkuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak BerwujudBerbasis Akrual.e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biayarehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset(capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yangmemberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentukpeningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatankinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalamLampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 danPasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanadiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011.6) Surplus/Defisit APBDa) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerahdengan anggaran belanja daerah.
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b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaanpembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi)daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepadapemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanjapeningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosialtersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasarmasyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengantugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkanpenerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber darisisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan danacadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerahdan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPASantara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait denganBelanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD.Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhanekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, denganwajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisisurplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiapsemester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindariBelanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuantersebut di atas.e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerahwajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjamandaerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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Tabel IV.3

Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

NO URAIAN
ANGGARAN (Rp)

Tahun 2016 Tahun 2017
2 BELANJA DAERAH 1.888.625.439.858 1.637.928.718.912

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 854.702.976.493 683.235.563.4232.1.1 Belanja Pegawai 789.259.217.750 620.496.515.9752.1.2 Belanja Bunga - -2.1.3 Belanja Subsidi - -2.1.4 Belanja Hibah 57.235.161.325 56.620.985.0002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.147.935.000 1.907.400.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik 3.060.662.418 1.210.662.448
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 3.000.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.033.922.463.365 954.693.155.4892.2.1 Belanja Pegawai 172.283.508.837 -2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 548.283.190.373 -2.2.3 Belanja Modal 313.355.764.155 -

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.888.625.439.858 1.637.928.718.912

4.2.3 Kebijakan Pembangunan DaerahRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebagai rencana pembangunannasional untuk tahun 2017 mempunyai tema pembangunan “Memacu Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta

Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Adapun prioritaspembangunan nasional tahun 2017 dirinci menjadi 5 (lima) prioritas nasional sebagaiberikut:1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat;2) Pembangunan Sektor Unggulan;3) Pemerataan dan Kewilayahan;4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;5) Pembangunan Ekonomi.
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Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, makatema pembangunan Pemerintah DIY 2017 yang tercantum pada RKPD Pemerintah DIYTahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui

pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”Sedangkan prioritas pembangunan adalah:1) Sosial Budaya;2) Kesehatan;3) Pendidikan;4) Pertumbuhan Ekonomi;5) Lingkungan Hidup dan Peningkatan Infrastrukutur;6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunandaerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah: “Meningkatnya Sumberdaya

Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang sejahtera,

mandiri, nyaman dan berbudaya “.
Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang BerkualitasDimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul danpelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.2. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dankearifan budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya lokal sekaligus mampumenerima dinamika budaya dari luar yang positif3. Mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantanganyang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yangbaik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.4. Nyaman dimaknai sebagai kondisi di mana kualitas hidup masyarakat meningkatdengan kemampuan mengakses infrastruktur, makanan, udara bersih, perumahanyang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang/taman hijau.5. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnyasecara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatankesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :- Pertumbuhan ekonomi,- Pengangguran,- Penduduk miskin,
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- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan- Indeks Pengembangan Gender (IPG).
Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yangbertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun2017 yaitu:1) Sosial Budaya;2) Kesehatan;3) Pendidikan;4) Pertumbuhan Ekonomi;5) Lingkungan Hidup dan Peningkatan Infrastrukutur;6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritasdimaknai sebagai berikut:1. Sosial BudayaPrioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataankesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budayalebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilaikeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.2. KesehatanDari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.3. PendidikanPrioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yangberkarakter melalui :1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini,pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajibbelajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
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2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formaldan informal.4. Pertumbuhan EkonomiKebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi danperluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhanekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melaluipengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembanganinfrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan InfrastrukturKebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan padapengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan,serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpanganwilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadapupaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikankonsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik diKota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan RuangPrioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skemapenataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkunganyang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai,sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi denganpenanganan transportasi, serta kualitas tanah.Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras denganrencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.7. Kinerja Aparatur dan BirokrasiPrioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dankelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.
4.3 Pembiayaan Daerah4.3.1 Penerimaan Pembiayaan1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional denganmempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalamrangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran
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2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yangdirencanakan.2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber daripencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturandaerah tentang pembentukan dana cadangan.3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akunpembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaankembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyekdana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapattertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segeramelakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.4) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerahuntuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkanpenerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri DalamNegeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.5) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusanpinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperolehpertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjamandilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapatmenganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk danabergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBDdianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaandaerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincianobyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukankerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga KeuanganNon Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
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2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerahsebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan olehpenasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan olehKepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan InvestasiPemerintah Daerah.Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha miliknegara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturandaerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangkapemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentangpenyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturandaerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebutbelum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan padaperaturan daerah tentang penyertaan modal.Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modalmelebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturandaerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukanperubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukanpenambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapatlebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektorperbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaanmodal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkanBank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).4) Dalam Rangka mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah terkaitdengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modaldan/atau penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembagakeuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan sesuaiperaturan perundang-undangan.5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s(SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayahperkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayahperdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu
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memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambahpenyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber daripemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukanuntuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistempenyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangancakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukanpenambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dankapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’sdengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakansebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaanmodal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintahdaerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalamrangka memperbesar skala usaha PDAM.Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagaipenyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukanpenggabungan PDAM dimaksud.6) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanaikebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapatdibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturandaerah.Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecualidari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannyadibatasi untuk pengeluaran tertentu.Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaanpembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kasumum Daerah.
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Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasiltetap dengan risiko rendah.7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimanadiamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011.
4.4 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran2017 bersaldo nol.2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA TahunBerjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahanprogram dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yangtelah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukanpengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakankewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritasdan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel IV.4

Penerimaan Pembiayaan TA 2016 dan Perkiraan TA 2017

NO URAIAN
ANGGARAN (Rp)

Tahun 2016 Tahun 2017
I PENERIMAAN PEMBIAYAAN 256.860.035.091 144.710.229.8561 Sisa Lebih Perhitungan Tahun AnggaranTahun yang lalu 256.677.851.091 144.710.229.856
2 Pencairan dana Cadangan - -3 Penerimaan Pinjaman Daerah - -4 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 182.184.000 -5. Penerimaan Piutang daerah - -
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NO URAIAN
ANGGARAN (Rp)

Tahun 2016 Tahun 2017

I PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 5.000.000.0001 Pembentukan dana cadangan - -2 Penyertaan modal Pemerintah Daerah - 5.000.000.0003 Pembayaran Pokok Utang - -4 Pemberian Pinjaman Daerah - -
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